PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa

A. PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

o Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan yang tercantum

dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

Rekanan yang ditunjuk hendaknya benar-benar mampu dan memiliki
reputasi yang baik, dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada
kontrak yang lain pada waktu yg lalu.

Harga yang disepakati hendaknya benar-benar telah memenuhi syarat

menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang perlu diperhatikan dari harga adalah :

- Cara pembayaran
- Valuta pembayaran
- Ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak

yang bersangkutan

Harga telah dibandingkan dengan :
Daftar harga (price list)
Analisis biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional)
Harga pasar yang berlaku
Perhitungan pihak perencana (engineer estimate)

Harga kontrak pekerjaan sejenis sebelumnya



B.

METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/
JASA LAINNYA

Metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/ jasa lainnya terdiri

dari :

Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
Pemilihan Langsung

Penunjukan Langsung

1. Pelelangan Umum

Metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara
terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi
dapat mengikutinya.

Nilai pengadaan s/d Rp 50 M dan >> Rp 50 M

2. Pelelangan Terbatas

Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan

diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka

pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda
pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa
dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia
barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan
kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi

Nilai pengadaan s/d Rp 50 M dan >> Rp 50 M

3. Pemilihan Langsung

Pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan dengan
membandingkan sebanyak-banyaknya  penawaran, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/ jasa yang telah

lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya



serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Nilai pengadaan s/d Rp 100 juta

4. Penunjukan Langsung

Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara
penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan
cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga
diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan.

Nilai pengadaan maksimum Rp 50 jt

5. Swakelola

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,

dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Swakelola dapat dilaksanakan oleh :

a. pengguna barang/jasa;

b. instansi pemerintah lain;

c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima
hibah.

Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan di lapangan dan pelaporan.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan
sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi masyarakat setempat;

c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia

barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;



e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya,
atau penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan
sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga
ilmiah pemerintah;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa
yang bersangkutan.

C. METODA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
Pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih
salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran
berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda
penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam
dokumen lelang yang meliputi:

e metoda satu sampul;

e« metoda dua sampul;

e metoda dua tahap.

1. Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri
dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang
dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat
pengadaan.

2. Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,
sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II,
selanjutnya sampul | dan sampul Il dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul
(sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

3. Metoda dua tahap vyaitu penyampaian dokumen penawaran yang

persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I,



sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang
penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan
dalam waktu yang berbeda.

D. EVALUASI PENAWARAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/
JASA PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih
salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis
barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut
harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :

e sistem gugur;

e sistem nilai;

e sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(1) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa
dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian
persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga,
terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap

tahapan dinyatakan gugur.

(2) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan
nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan
nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa,
kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta

dengan penawaran peserta lainnya.

(3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian
penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan
harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan
berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut



dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan
dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran

peserta lainnya.

Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia
barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi
kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau
melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

E. PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ JASA
PEMBORONGAN/ JASA LAINNYA
Contoh Prosedur pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa
lainnya dengan metoda pelelangan umum (pascakualifikasi):
1. pengumuman pelelangan umum;
pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
pengambilan dokumen lelang umum;

penjelasan;
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penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;

pemasukan penawaran;

pembukaan penawaran,;

evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
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penetapan pemenang;
10.pengumuman pemenang;
11.masa sanggah;
12.penunjukan pemenang;

13.penandatanganan kontrak
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